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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

1. Dasar hukum pemanfaatan ruang di atas jalan umum tetap mengacu 

pada hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dengan batasan-

batasan tertentu terkait perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Penataan Ruang, serta tidak melanggar ketentuan dalam 

Undang-undang Jalan terkait fungsinya. Sementara pihak yang 

berwenang memberikan pemanfaatan ruang di atas jalan umum 

bergantung pada status pengelolaan jalan dan Undang-undang 

Pemerintahan daerah. 

2. Berdasarkan Pasal 2 UUPA, Negara memiliki hak menguasai atas 

seluruh tanah termasuk jalan umum yang melahirkan wewenang untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah 

termasuk pemanfaatan ruang di atas jalan umum. Dengan hak 

menguasai maka negara dapat memberikan hak pakai kepada pihak 

yang berkepentingan. Dalam hal jalan umum berada pada tanah yang 

oleh pemerintah ditetapkan dimiliki oleh badan –badan hukum 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) UUPA. Maka 

pemanfaatan  ruang di atas jalan umum dapat diberlakukan ketentuan 

hak sewa dengan syarat tidak melanggar pembatasan-pembatasan 

Undang-undang Jalan dan Undang-undang penataan ruang. 
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4.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa 

saran terkait bentuk pemberian pemanfaatan ruang di atas jalan umum untuk 

kepentingan pribadi yaitu sebagai berikut : 

1. Bentuk pemberian pemanfaatan ruang di atas jalan umum sebaiknya 

diberikan dalam bentuk hak “pemanfaatan” agar memiliki nilai 

ekonomis sehingga mudah dalam pengalihan dan penjaminan. Serta 

dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu 

pemerintah tidak perlu melakukan perubahan dari hak menguasai 

menjadi hak milik pada jalan umum karena hak menguasai lebih tinggi 

kedudukannya daripada hak milik. 

2. Mengingat pengaturannya masih bersifat sporadis maka akan lebih baik 

dibuat pengaturan secara khusus tentang pemanfaatan ruang di atas 

jalan umum sebagaimana perkembangan teknologi konstruksi yang 

memungkinkan pemanfaatan ruang di atas jalan umum 
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